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KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMoR KEP.79 I MEN/KU.6 rt I 2OL9

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLiK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan, dipandang perlu Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor
Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a) periu menetapkan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan
Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tarnbahan Lembaran Nlegara Republik
Indonesia Nomor 4890)l

b.

1.



5. Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5+23ll sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2Ol8
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2At3 tentang Taa Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL8 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OL6

tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 593a);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 201"5 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2Ol5
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesip. Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/
2OL2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OL2 Nomor 1191) sebagaimarra telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.OSl2Ol2 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 17361;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERi KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA

ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH
/IT\TTT DE'T ATZq.ANIA TE'I'NTCI

6.

7.

8.

10.

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan

Menunjuk pejabat pada Satuan Kerja Kantor Daerah (unit
Pelaksana Teknis) sebagaimana tercantum dalam kolom 5
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini sebagai Kuasa pengguna Anggaran.
Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdapat kekosongan jabatan, Menteri Kelautan
dan Perikanan selaku pengguna Anggaran menunjuk
Pelaksana T\rgas sebagai Kuasa pengguna Anggaran.
Tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Kuasa
Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oreh pejabat
Pelaksana TLrgas sebagaimana dimaksud dalann Diktum
KEDUA berakhir apabila jabatan Kuasa pengguna
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
telah terisi kembali.
Ku_asa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan pejabat
Pembuat Komitmen dan pejabat penanda Tlngan surat
Perintah Membayar satuan Kerja berkenaa, .t"" namaMenteri Kelautan dan perikanan selaku pengguna
Anggaran.

Penetapan Pejabat pembuat Komitmen dan pejabat
Penanda Tangan Surat perintah Membayar sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, d.ilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan yang mengatur Tata cara penetapan pejabat
Pengelola Anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan tanggung jawab harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari2O2O

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2Ol9

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

EDHY PRABOWO



LAMPIRAN : Iieputusan Menteri l{elatrtarl dan Perikanan

Repi.tblil< Inclonesia

Nomor KE!'.79lMEN/l{IJ.6 1 1 I 2Ol9
Tentang Penurlukan I(uasa Pengguna Anggarar.t

pada Iiantor Daerah (LJnit Pelaksana I'ekrris) cli

Lir-rgkungan liementerian I{elautan dan Perikanan

NO,
URUT

SATUAN KERJA DALAM DIPA
KODE

SATKER
DATA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1 a 4 5

VIII

4

5

SUMATERA BARAT

-dst-

Loka Riset Sumber Daya dan

Kerentanan Pesisir

4038 1 7 Nama

NIP

Pangkat/Gol
Jabatan

- clst -

Nra Naerlul Hzrsanah Ridwan, S.S

19790401 200502 2 001

Penata Tk.l - III/d
Kepala l,oka Riset Sumber Daya

dan Kerentanar-r Pesisir
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